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ABSTRAK 

Menurut hukum Islam penentuan harga haruslah adil, sebab 

keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi 

yang Islami. Bahkan, keadilan sering kali dipandang sebagai inti sari 

dari ajaran Islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat 

dengan ketakwaan. Menurut hukum positif penentuan harga terdapat 

dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 melarang adanya penentuan 

harga yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Penentuan 

harga pada Toko Pak Arnol dipasar loak ini menentukan harga dengan 

melihat barang yang ingin dibeli dan menentukan harga sendiri atau 

suka-suka, dan adanya biaya ongkos jika pemesanan nya melalui 

media sosial. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

Penentuan Harga Dalam Jual Beli Sparepart Bekas di Toko Pak Arnol 

Pasar Loak Jl. Ikan Sepat Teluk Betung Selatan dan Bagaimana 

Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan 

Harga Dalam Jual Beli Sparepart Bekas di Toko Pak Arnol  Pasar 

Loak Jl. Ikan Sepat Teluk Betung Selatan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Penentuan Harga Dalam Jual Beli Sparepart 

Bekas di Toko Pak Arnold Pasar Loak Jl. Ikan Sepat Teluk Betung 

Selatan dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum 

Positif Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli Sparepart Bekas di 

Toko Pak Arnol Pasar Loak Jl. Ikan Sepat Teluk Betung Selatan. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

yang di lakukan penulis untuk penelitian Pada Toko Sparepart Bekas 

di Toko Pak Arnol Pasar Loak Jl. Ikan Sepat Teluk Betung Selatan. 

Penulis menggunakan metode penelitian dalam kajian menggunakan 

metode deskriptif analisis serta teknik pengumpulan data 

menggunakan field research.  

Berdasarkan hasil penelitian, penentuan harga sparepart bekas di 

Toko Pak Arnol Pasar Loak Jl.Ikan Sepat Teluk Betung Selatan, tidak 

menggunakan metode Value Based Pricing tetapi menentukan harga 

jual ini produsen atau penjual memutuskan harga berdasarkan sendiri 

atau suka-suka, dan biaya ongkos jika pemesanan nya melalui media 

sosial. Penentuan harga sparepart bekas pada Toko Pak Arnol 

memberikan harga barang ada yang mendekati harga barang baru dan 

ada juga lebih rendah dari harga barang baru. Ada konsumen atau 

pembeli yang merasa dirugikan karna harga yang di berikan sama hal 

nya membeli barang sparepart baru. Penentuan harga sparepart bekas 

menurut hukum Islam dibolehkan selama harga tidak menimbulkan 



  

iii 

 

 

unsur kedzaliman, tidak ada penipuan, adanya akad dan tidak ada 

unsur pemaksaan. Tetapi, penentuan harga pada Toko Pak Arnol tidak 

sesuai karena harga yang diberikan berlipat keuntungan dan harga 

yang diberikan pada Toko Pak Arnol terdapat harga yang mendekati 

sparepart baru. Tetapi dalam hukum positif sah-sah saja dalam 

menentukan harga yang besar karena tujuan nya untuk mendapatkan 

keuntungan yang besar. 

 

Kata Kunci: Penentuan Harga, Jual Beli, Sparepart Bekas. 
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MOTTO 

 

                         

                          

     

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.  

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah  

adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

 

(QS. An-Nisa (4) Ayat 29). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi 

kesalah pahaman dalam memahami makna yang terdapat pada 

judul ini, maka diperlukan adanya penjelasan dan istilah-istilah 

yang terdapat pada judul,  Judul pada skripsi ini adalah “Tinjauan 

Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Harga 

Dalam Jual Beli Sparepart Bekas”. Adapun istilah-istilah 

berikut:  

1. Tinjauan Hukum Islam Secara umum memiliki pengertian 

norma atau peraturan yang bersumber dan menjadi dari bagian 

agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka 

hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya 

mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam 

masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan tuhan, 

hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, 

hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, 

dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam 

masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam 

sekitarnya.
1
  

2. Jual Beli menurut Sayyid Sabiq merupakan penukaran 

benda dengan benda lain dengan jalan saling atau 

memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan 

cara yang diperbolehkan.
2
 

3. Hukum Positif menurut Bagir Manan merupakan 

kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis 

yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum 

dan khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau 

pengadilan di Indonesia.
3
 

                                                      
1 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata 

Hukum Indonesia (Gema Insani, 1994), 10. 
2    Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 12, (Jakarta: PT. Almaarif, 1997), 45. 
3 Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi 
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4. Penentuan harga yaitu perbuatan yang menentukan (tidak 

berubah-ubah). Harga yaitu nilai barang bergerak ataupun 

tetap yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Dapat 

diartikan sebagai jumlah uang atau nilai tukar lain yang senilai 

dan harus dibayarkan untuk suatu produk atau jasa pada waktu 

tertentu.
4
 

5. Sparepart Bekas kendaraan merupakan barang bekas 

kendaran dengan berbagai pertimbangan atau juga dapat 

diartikan copotan yaitu komponen yang pernah dipakai untuk 

periode tertentu dengan kondisi masih layak pakai secara 

teknis masih dapat dipakai atau mempunyai umur pakai.
5
 

6. Pasar Loak jenis pasar yang berisi lapak orang yang ingin 

menjual/barter berbagai macam barang mulai dari barang 

berkualitas rendah hingga berkualitas tinggi dengan potongan 

harga atau barang bekas pakai.
6
 

 

B.   Latar Belakang Masalah 

Allah menciptakan manusia untuk melakukan berinteraksi 

dengan makhluk lainnya, dalam hal ini manusia adalah makhluk 

hukum tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan 

dengan makhluk lain dalam menjalankan kehidupannya. Manusia 

adalah makhluk Allah Swt, karena kita makhluk hidup tidak 

dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Maka dari itu 

terjadilah antara penjual dan pembeli yang sesuai dengan hukum- 

hukum dan syariat Islam. Allah memperbolehkan adanya jual 

beli dengan sesuai hukum Islam yang sudah ditentukan oleh 

Allah. Terjadinya interaksi dalam dunia usaha jual beli. 

                                                                                                                  
Teoritiknya,” DiH J. Ilmu Huk 15, no. 2 (2020): 206. 

4 Muhammad Birusman Nuryadin, “Harga Dalam Perspektif Islam,” Jurnal 

Mazahib 4, no. 1 (2007): 90. 
5 Yosep Yordan and Darman Umagapi, “Perancangan Sistem Informasi 

Penjualan Sparepart Motor Pada CV. LION,” IJIS-Indonesian Journal On 

Information System 1, no. 1 (2016). 
6 Khusnul Khotimah, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang 

Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen (Studi Kasus Di Pasar Loak Shopping Centre Salatiga)” (IAIN Salatiga, 

2015). 
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Bertemunya antara penjual dan pembeli harus didasarkan adanya 

ijab dan qabul yaitu kesepakatan diantara kedua belah pihak 

untuk melakukan suatu yang diinginkan. 

Sebagai makhluk Allah diberikan tuntutan langsung agar 

hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan manusia 

hidupnya untuk selalu beribadah kepadanya. Peran khilafah ini 

mempunyai ipmlikasi moral untuk berusaha menciptakan 

kesejahteraan hidup bersama berdasarkan prinsip persamaan dan 

keadilan.
7
 

Mengenai masalah jual beli tentu kita harus mengetahui 

adanya hukum-hukum dan aturan jual beli itu sendiri seperti apa, 

apakah jual beli sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. 

Oleh karena itu bagi orang yang mempunyai dunia usaha harus 

memahami dan mengajarkan bahwa hubungan manusia, alam, 

masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang 

mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. 

Menurut ulama Mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali jual 

beli adalah saling tukar menukar harta dengan harga dalam 

bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Kehidupan 

bermuamalah memberikan gambaran kebijakan perekonomian. 

Banyak sekali dalam kehidupan masyarakat memenuhi 

kehidupannya dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi bisnis 

pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan 

atau memberi manfaat.
8
 

Salah satu bisnis yang banyak dilakukan oleh masyarakat 

adalah jual beli, jual beli sendiri adalah menukar harta dengan 

uang. Di Bandar Lampung terutama di Teluk Betung Selatan 

transaksi jual beli, akan tetapi untuk jual beli sparepart bekas 

masih terjadi di pasar Loak Jl. Ikan Sepat Teluk Betung Selatan, 

sparepart bekas sendiri dapat ditemukan dipasar ini banyak 

terdapat sparepart bekas kendaraan. Sehingga banyak masyarakat 

                                                      
7 Muhammad Arwani, “Khilafah Dalam Perspektif Abdul Qadir Al Jailani: 

Studi Tafsir Al Jailani” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). 
8 M Yazid Afandi, Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga 

Keuangan Syari’ah: Dilengkapi Dengan Kamus Istilah Perbankan Syariah (Logung 

Pustaka, 2009). 
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datang ketempat ini untuk menjual ataupun sekadar membeli. 

Di Bandar Lampung banyak orang yang tidak dapat 

membeli Sparepart kendaraan yang baru sehingga memicu 

banyak orang yang cenderung membeli barang bekas dari pada 

yang baru. Kondisi seperti ini terjadi karena perekonomian yang 

lemah sehingga untuk memenuhi hidupnya pun sulit apalagi 

untuk membeli barang kendaraan yang baru. 

Secara rasional barang bekas tidak lepas dari sifat cacat 

selain melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi 

kecacatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan 

barang yang dijual, karena cacat menurut bahasa apa-apa yang 

dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan 

berkurangnya keaslian barang tersebut.
9
 

Adapun bekas juga mempunyai beberapa pengertian, 

yaitu biasa diartikan dengan tanda tertinggal atau tersisa yang 

sebelumnya sudah terpakai, atau sesuatu yang tertinggal sebagai 

sisa yang sudah rusak, yang tidak digunakan lagi dan lain 

sebagainya. Sparepart adalah suatu barang yang terdiri atas 

beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan dan 

mempunyai fungsi tertentu.  

Pasar loak Teluk Betung Selatan  menjual barang bekas 

kendaraan dengan harga yang tidak ada penetapan khusus dan 

barang sparepart bekas tersebut diperoleh dari masyarakat yang 

datang menjual ke tempat ini maupun dari tempat service 

kendaraan yang ada di sekitaran Bandar Lampung. Adapun 

dalam praktik penjualan Sparepart kendaraan bekas di Pasar 

Loak Teluk Betung Selatan ini dijual dengan harga yang 

beragam, kadang ada barang yang hampir mendekati harga 

barang baru sedangkan barang yang dijual adalah barang bekas 

berarti yang terjadi di sini harga nya tidak sesuai dengan kualitas 

barang dan bisa dikatakan barang bekas tapi harga mahal. 

Adapun yang terjadi di sini barang yang dijual dengan 

harga tinggi ini tidak adanya penawaran yang meningkat, oleh 

                                                      
9 Azhar Basyir Ahmad, “Azas-Azas Hukum Muamalah” (Yogyakarta: UII 

press, 2004), 86. 
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karena itu ini terjadi suatu permasalahan. Dalam ekonomi 

dijelaskan bahwa semakin banyak permintaan maka harga barang 

akan meningkat, akan tetapi yang terjadi di sini barangnya tidak 

ada permintaan yang meningkat tetapi harga jual yang tinggi. 

Begitu juga dengan hasil wawancara antara peneliti dan 

penjual mengenai masalah barang tersebut yang mana penjual 

mengatakan tidak ada dasar dalam penentuan harga, karena jika 

dilihat dari kelangkaan barang tersebut juga tidak termasuk 

dalam barang langka atau barang antik yang mana barang langka 

atau antik susah dicari.  

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis di 

atas maka penulis tertarik meneliti mengenai Tinjauan Hukum 

Islam dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual 

Beli Sparepart Bekas (studi kasus toko pak Arnol pasar loak 

jl.ikan sepat teluk betung selatan). 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih 

dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya 

tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini 

difokuskan pada Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 

Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli Sparepart Bekas. 

 

D. Rumusan Masalah 

Sehubungan latar belakang masalah yang sudah peneliti 

paparkan maka peneliti dapat merumuskan beberapa pokok 

menjadi permasalahan di atas yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penentuan harga dalam jual beli Sparepart Bekas 

di pasar Loak JL.Ikan sepat Teluk Betung Selatan? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 

Terhadap Penentuan Harga Sparepart Bekas di Pasar Loak 

Jl.Ikan Sepat Teluk Betung Selatan? 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui Penentuan harga dalam jual beli Sparepart 

Bekas di pasar Loak JL.Ikan sepat Teluk Betung Selatan. 

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 

Terhadap Penentuan Harga Sparepart Bekas di Pasar Loak 

Jl.Ikan Sepat Teluk Betung Selatan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

banyak elemen maupun lembaga-lembaaga akademis, bagi penulis 

sendiri dapat lebih mendorong penulis untuk menambah wawasan 

dan khazanah keilmuan terutama dalam Muamalah, adapun 

manfat teoritis dan praktis dari penelitian ini sendiri sebagai 

berikut : 

1. Teoritis 

Diharapkan dapat menambah wawasan khazanah 

keilmuwan akademis bagi penulis sendiri maupun 

mahasiswa/I program studi Hukum Ekonomi Syariah sendiri 

mengenai tentang penentuan harga jual beli barang bekas. 

2. Praktis 

Diharapakan dapat membuka dan menambah wawasan 

bagi masyarakat luas terutama dalam dunia usaha jual beli.  

 

G.  Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1.  Pada Tahun 2019 Eka Wahyu Pradani dengan Skripsinya yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online 

Aplikasi Android (studi kasus pada pemilik akun instagram 

@jualAppVip)”  Memaparkan tentang praktik jual beli online 

merupakan salah satu transaksi jual beli terbaru jual beli 

online pada dasarnya membeli terdahulu lalu membayar dan 

barang akan sampai dalam beberapa hari kemudian,hasil dari 

skripsi ini akad yang dilakukan dalam jual beli online tidaklah 
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sah merupakan jual beli yang dilarang untuk dilakukan karena 

tidak terpenuhi beberapa aturan jual beli dalam Islam.
10

 

2.  Fajar Muriza pada tahun 2019 dengan Skripsinya yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga 

Sperepart Bekas Kendaraan (studi kasus di pasar loak 

lampaseh Banda Aceh)” Memaparkan Penetapan harga di 

pasar Loak Lampaseh menurut persepsi masyarakat yaitu: 

tergantung kepada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sebagian 

masyarakat ada yang membeli barang sparepart tersebut 

karena keterbatasan uang dan tidak sanggup membeli yang 

baru walaupun beda tipis dengan harga yang baru yang dijual 

toko. Ketentuan harga yang dilakukan di pasar Loak 

Lampaseh Aceh menurut hukum Islam dibolehkan selama 

harga tersebut tidak menimbulkan unsur kezhaliman. 

Penambahan modal tidak melampaui batas standar ongkos 

yang berlaku umum. Perbedaan antara penelitian yang telah 

dilakukan fajar Muriza dengan penelitian yang sedang peneliti 

lakukan ialah terletak pada praktik dalam penentuan harga 

jual beli sparepart bekas.
11

 

3.   Ando Friska pada tahun 2018 dengan Skripsinya yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan 

Potongan Dalam Jual Beli Kopi” Memaparkan Masyarakat 

Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat 

adalah mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani 

perkebunan kopi. Petani menjual kopinya kepada pengepul 

dan dibebani potongan setiap menjual kopi, alasannya karena 

kopi tersebut masih memiliki kadar air, masih kotor dan 

sebagainya Akibat dari pemotongan tersebut, petani yang 

menjadi pihak yang dirugikan dari praktik jual beli hasil 

perkebunan kopi. Hal ini sudah menjadi kebiasaan turun 

temurun hingga saat ini Hasil penelitian ini adalah bahwa 

                                                      
10 Eka Wahyu Pradani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online 

Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram@ JualAppVip Dan@ 

Jualpremiumvip Di Bandar Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2019). 
11 Fajar Muriza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga 

Sparepart Bekas Kendaraan (Studi Kasus Di Pasar Loak Lampaseh Aceh Banda 

Aceh) - PDF Free Download,” studi kasus pasar loak lampaseh Banda Aceh, 2019. 
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praktik jual beli hasil perkebunan kopi yang terjadi di Desa 

Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, 

bahwa sudah menjadi tradisi beberapa pembeli melakukan 

jual beli dengan cara penerapan potongan dalam timbangan. 

Pihak pembeli melakukan hal tersebut dengan melihat kondisi 

dari kopi, untuk keadaan normal potongan yang diterapkan 

5% sampai 10%. Dalam jual beli dengan sistem demikian 

tentu pihak yang paling bawah atau petani yang menanggung 

kerugian dan ketidak adilan karena harus menanggung beban 

potongan yang besar. Jual beli dengan sistem potongan 

tersebut tidaklah diperbolehkan menuru Hukum Islam, karena 

tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar aturan 

dalam Hukum Islam yaitu dengan tidak ditepatinya 

timbangan, yang sudah menjadi tradisi menurun yang tidak 

baik dalam sistem jual beli kopi sehingga salah satu pihak 

merasa dirugikan terutama petani.
12

 

 

H. Metode Penelitian 

Setiap penelitian memerlukan metode dan tehnik 

pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. 

Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk 

memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan 

demi kepentingan masyarakat luas.
13

 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

lapangan (field research ) yaitu suatu penelitian yang bertujuan 

untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian 

dengan upaya peneliti mengumpulkan data dari lokasi atau 

lapangan.
14

 

                                                      
12 Ando Friska, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan 

Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung 

Barat) SKRIPSI” (UIN Raden Intan Lampung, 2018). 
13 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum, Universitas 

Indonesia,” The Legal Protection of Consumer Rights in Sale-Purchase through E-

Commerce, 1986, 32. 
14 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisa data yang ada untuk menarik kesimpulan dan 

status hukum dari peneliti. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

   Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan 

ciri yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah 

generaliasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
15

 Adapun populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 6 orang penjual dan pembeli sparepart bekas 

kendaraan di Pasar Loak Jl. Ikan Sepat Teluk Betung 

Selatan. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti dalam suatu penelitian.
16

 Untuk menentukan 

sampel, maka yang akan menjadi rujukan adalah teori yang 

dikemukakan oleh Suharismi Arikunto yang menyatakan 

bahwa: apabila subjek kurang dari 100 orang, maka lebih 

baik diambil semua, namun jika jumlah populasinya besar 

dapat diambil antara 10-15% atau 20-50% atau lebih. Oleh 

karena itu, berdasarkan jumlah sampel yang dijelaskan. 

Penulis mengambil sampel 1 penjual dan 5 pembeli.
17

 

4. Sumber Data  

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

                                                                                                                  
Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2019), 27. 

15 Ibid, 80. 
16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006) 

130. 
17 Ibid, 131. 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari responden atau objek yang diteliti atau ada 

hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini 

data primer yang diperoleh peneliti dengan melakukan 

observasi dan wawancara dengan penjual dan pembeli 

sparepart bekas. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara 

tidak langsung, misalnya di dapat dengan cara membaca 

buku-buku, artikel, jurnal serta bahan lainnya yang terkait 

dengan penelitian, yang bertujuan untuk memperkuat 

penelitian serta melengkapi informasi.
18

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, 

digunakan beberapa metode, yaitu;  

a. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan (Observasi) adalah cara dan teknik 

pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau 

fenomena yang ada pada objek penelitian.
19

 Observasi 

yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-

pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli pada 

sparepart bekas kendaraan. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung 

dengan mengungkapkan pertanyaan pertanyaan pada 

responden.
20

 Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar 

pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para 

                                                      
18 Ibid, 29. 
19 Mohpabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet-

Ke-1, 2006), 24. 
20 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek,( Jaktara: 

Rineka Cipta,  2006), 39. 



 

 

 

11 

pelaku akad jual beli Sparepart bekas. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang. 

Study dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah berupa gambar- gambar yang berkaitan dengan 

jual beli  Sparepart bekas. 

6. Teknik Pengolahan Data 

Adapun dalam metode pengolahan data dilakukan 

dengan cara sebagai berikut:  

a. Editing (Pemeriksaan data) 

Merupakan memeriksa daftar pertanyaan yang telah 

diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan dari pada 

editing sendiri adalah untuk mengurangi kesalahan atau 

kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang 

sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin. 

b. Sistemazing (Sistematika data)  

Sistemazing yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan 

masalah. Berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok 

bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.  

7. Analisis Data  

Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisa 

secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata, tulisan atau 

lisan dari orang- orang yang telah diinterview.
21

 Setelah 

analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara 

deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterprestasian 

secara logis dan sistematis. Dari hasil tersebut kemudian 

                                                      
21 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), 101. 
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ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan 

menggunakan cara berpikir induktif. Cara berpikir induktif 

adalah metode menganalisa data dengan cara bermula dari 

data tersebut yang bersifat khusus kemudian ditarik 

kesimpulan menjadi bersifat umum. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih sistematis dan memudahkan memahami isi 

skripsi, maka seluruh pembahasan dibagi menjadi 5 bab, yaitu: 

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu: 

penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian terlebih dahulu yang relevan, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II landasan teori penulis menjelaskan tentang pengertian 

jual beli hukum Islam dan pengertian harga berdasarkan hukum 

islam, seperti dasar hukum jual beli, rukun jual beli, macam-

macam jual beli,  batal dan berakhirnya jual beli, berselisih dalam 

jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, dasar hukum harga dalam 

Islam, Faktor- yang mempengaruhi harga, dan metode penentuan 

harga. 

Bab III penulis menguraikan sekilas tentang gambaran umum 

lokasi penelitian seperti, sejarah Pasar Loak Teluk Betung Selatan, 

visi dan misi Pasar Loak Teluk Betung Selatan, kondisi umum 

Pasar Loak Teluk Betung Selatan, dan keadaan sosial ekonomi 

Pasar Loak Teluk Betung Selatan. 

Bab IV  penulis menjelaskan tentang hasil penelitian yang 

sudah penulis teliti. 

Bab V penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi 

terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam  

1.   Pengertian Jual Beli  

Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti “al-bai ( 

 yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu ”( البع

dengan sesuatu yang lain. Perdagangan atau jual beli menurut 

bahasa berarti al-bai, altijarah, dan al-mubadalah. Hal ini 

sebagaimana firman Allah SWT:
22

 

ِ وَ  للََّّ
 
بَ ٱ ينَ يتَۡلوُنَ كِتَ َٰ ِ لََّّ

 
نَّ ٱ

ِ
إ إ يُمۡ سِّّٗ ا رَزَكۡنَ َٰ لوَٰةَ وَٱَهفَلُوإْ مِمَّ مصَّ

 
ٱَكاَمُوإْ ٱ

َّن ثبَُورَ  رَةّٗ م جَٰ  وَعلَََهِيَةّٗ يرَۡجُونَ تَِ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca 

kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan 

sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada 

mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu 

mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”. 

 

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata 

jual dan beli memiliki arti tolak belakang. Kata jual 

menunjukan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli 

adalah perbuatan membeli.
23

 Dengan demikian kata jual beli 

menunjukan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu 

satu pihak menjual dan pihak lain membeli, Dalam hal ini 

terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam 

perjanjian jual beli terlihat dua pihak yang saling menukar 

atau melakukan pertukaran.
24

 

 

                                                      
22 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 

67. 
23 Eka Nuraini Rachmawati, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan 

Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” Al-’Adalah 12, no. 2 (2015): 785–806. 
24  Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam,  (Jakarta Timur: Sinar 

Grafika, 2000), 39. 
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Secara terminologi, terdapat beberapa defisini jual 

beli yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain:  

1) Menurut Ulama Hanafiyah  

Jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta 

dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta disini, 

diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat 

kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara 

tertentu yang dimaksud adalah sighat atau      ungkapan 

ijab dan qabul. 
25

 

2) Menurut Imam Nawawi  

    Dalam kitab al-Majmu‟ Syarah al-Muhadzab, jual 

beli adalah: 

 مُلَا بلَََُ مَا لٍ بِمَا لٍ ةَمْلِيْكًً 

 “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta 

(yang lain) untuk kepemilikan”. 

3) Menurut Ibnu Qudamah  

Dalam kitab al-Mughni menyebutkan bahwa Jual beli 

adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling 

menjadikan milik. Pengertian lainnya jual beli ialah 

persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak 

yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai 

pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).
26

 

4) Menurut Sayyid Sabiq  

Jual beli dalam Fiqh ssunnah adalah penukaran benda 

dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau 

memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya 

dengan cara yang dibolehkan.
27

 

Harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki 

dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan 

tidak bermafaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat 

                                                      
25 Sudarto, Ilmu Fikih : (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat 

Dan Mawaris), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 253. 
26 Ibid, 253. 
27  Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 12,  (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 45. 
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dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang 

dimaksud dapat dibenarkan (ma’zun fih) agar dapat 

dibedakan dengan jual beli yang terlarang. Menurutnya 

bahwa jual beli atau al-bai adalah  mengalihkan hak 

kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi 

tertentu yang dilakukan dalam koridor syariat.
28

 

5) Wahbah al-Zuhaily  

Mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu 

dengan sesuatu yang lain. Kata al-Bai dalam bahasa Arab 

terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu 

kata al-Syira (beli). Dengan demikian kata al-Bai berarti 

jual sekaligus juga berarti beli.
29

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat 

dipahami bahwa jual beli secara terminologi atau istilah 

adalah suatu perjanjian tukar menukar benda dengan 

benda, atau benda dengan uang, harta dengan harta, dengan 

jalan melepaskan hak milik dari yang satu serta 

mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak 

lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan 

yang telah dibenarkan syara dan disepakati kedua belah 

pihak. 

Menurut syara bahwa, Benda yang diperjualbelikan 

harus dapat diserahterimakan dan merupakan milik sendiri 

dan bukan milik orang lain. Benda dapat mencakup 

pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut 

harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dapat 

dibenarkan penggunaannya menurut syara.
30

 

Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai 

kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:
31

 

a) Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang 

                                                      
28 Sudarto, Ilmu Fikih : (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat 

Dan Mawaris), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 254.  
29 Ibid, 253. 
30 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 12,  (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 105. 
31 Sudarto, Ilmu Fikih : (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat 

Dan Mawaris), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 255-256.  
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saling melakukan tukar menukar.  

b) Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu 

yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan 

kedua belah pihak.  

c) Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang 

dihukumi sepertinya tidak sah untuk diperjualbelikan.  

d) Tukar menukar tersebut hukumnya tetap 

berlaku,yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu 

yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan 

jual beli dengan kepemilikan abadi. 

 

2.  Dasar Hukum Jual Beli  

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-

Qur’an, as-sunnah, ijma dan Qiyas. Dilihat dari aspek hukum 

jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh 

syara. Adapun dasar hukum jual beli adalah: 

                         

                       

      

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, 

sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” 

(Q.S.an-Nisa[4]: 29). 
32

 

 

Kata لكَُم  yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam أمَۡوََٰ

masyarakat. Kemudian kata ِِطِل  dengan cara yang batil yaitu بٱِلۡبََٰ

                                                      
32 Al-Jumanatul Ali, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen 

Agama RI, 2005). 
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segala perkara yang diharamkan Allah swt. Atau tidak ada 

haknya. Bathil yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama 

atau persyaratan yang disepakati. 

  Pada hadis Rasulullah SAW juga disebutkan tentang 

diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadist Rasulullah 

riwayat alBazzar dari Rifa‟ah bin Rafi‟ r.a. ia berkata: 

ُ عَنْوُ ٱَنَّ إ منََّبَِّ  ُ علَيَْوِ وَ عَنْ رِ فاَعةََ بْنِ رَإ فِعٍ رَ ضَِِ إ للََّّ َ  إ للََّّ ََ  

جُلِ بِيَدِهِ، وَكُُُّ بيَْعٍ  سَلََّّ  لُ إمرَّ : ٱَ يُّ إ مْكَسَْْ بِ ٱَ طْيَبُ؟ كاَلَ: )عَََ

وُرٍ( رَوَإهُ إَمبَََّْإروَصَََّحَوُ إَ محَْاكُِ   مَبُْْ

Dari Rifa‟ah bin Rafi‟i RA bahwasannya Nabi SAW 

pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?”, maka 

beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya 

sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar dan 

dianggap shahih menurut makim).  

Berdasarkan hadis di atas, dapat dilihat bahwa jual beli 

merupakan pekerjaan yang paling baik, dengan ketentuan bahwa 

transaksi jual beli harus diikuti dengan sifat jujur, amanah, dan 

juga saling ridha. Jual beli yang memenuhi rukun dan syarat-

syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan 

dan saling menjatuhkan 

 

3. Rukun dan Syarat  Sah Jual Beli 

Rukun ialah sesuatu (kewajiban) yang harus ada di dalam 

suatu akad dan jika tidak ada salah satunya maka transaksi 

menjadi batal. Syarat ialah sesuatu yang menimbulkan adanya 

hukum, tidak adanya syarat menimbulkan tidak adanya hukum.
33

 

Transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun, 

akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang 

melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual mauapun si 

                                                      
33 Ardito Bhinadi, Muamalah Syar’iyyah Hidup Barokah,  (Yogyakarta: 

Deepulish, 2008) , 80. 
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pembeli.
34

 

Menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi 

perbedaan pendapat. Menurut mazhab Hanafiyah rukun jual beli 

hanya ijab dan qobul saja. Menurut mereka, yang mejadi rukun 

dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak 

untuk jual beli. Tetapi, karena unsur kerelaan itu berhubungan 

dengan hati yang tidak nampak, maka diperlukan indikator 

(qarimah) yang menunjukan kerelaan tersebut dari kedua belah 

pihak.
35

 Dengan bentuk perkataan (ijab dan qobul) atau dalam 

bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan 

penerimaan uang). Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada 

empat, yaitu:
36

 

a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau 

orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.  

b. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan 

hartanya (uangnya). 

c. Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara 

untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.  

d. Shighat (ijab qobul), yaitu persetujuan antara pihak penjual 

dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, 

dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual 

menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi 

menyerahkan barang lisan maupun tulisan.
37

 

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam 

akad jual beli, antara lain sebagai berikut:
38

 

                                                      
34 Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar,  Fikih Muamalah : Teori Dan 

Implementasi, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019), 126. 
35 Marnita Marnita, Hendriyadi Hendriyadi, and Elena Agustin, “Prosedur 

Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam 

Kajian Hukum Islam,” Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 11, no. 2 (2019): 

101–16. 
36 M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat) 

(RajaGrafindo Persada, 2003), 118. 
37 Khumedi Ja’Far, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia,” (Bandar 

Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 104.  
38  Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar,  Fikih Muamalah : Teori Dan 

Implementasi, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019), 126. 
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1) Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:  

a)  Baligh (berakal), orang yang gila dan bodoh tidak sah 

jual belinya, bagi setiap orang yang hendak melakukan 

kegiatan tukar menukar (penjual dan pembeli) hendaklah 

memiliki akal pikiran yang sehat. 

b)  Beragama Islam, Hal ini berlaku untuk setiap pembeli 

bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena 

dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang 

kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina 

Islam dan kaum muslimin. 

c)  Dengan kehendak sendiri (Tidak dipaksa), dengan niat 

yang penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk 

melepaskan hak miliknya serta memperboleh tukaran hak 

milik orang lain harus diciptakan dalam arti suka sama 

suka. 

2)  Syarat barang yang diperjualbelikan, antara lain:
39

 

 a) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang 

yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lain.  

 b) Memberi manfaat menurut syara, maka dilarang jual beli 

bendabendayang tidak boleh diambil manfaatnya 

menurut syara‟,seperti menjual babi, kala, cecak, dan 

yang lainnya. 

  c) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetpai pihak 

penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan 

barang itu.  

 d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual 

motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjual 

tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu 

sebab pemilikan secara penuh dan tidak dibatasi apapun 

kecuali syara.  

 e) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat.  

 f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain 

dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang 

                                                      
39 Hariman Surya Siregar. 
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baru akan menjadi miliknya. 

 g) Diketahui atau dilihat, barang yang diperjualbelikan itu 

harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, 

jenisnya, atau ukuran lainnya. 

3)  Syarat sah ijab qobul  

 a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan), misalnya si 

pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual 

menyatakan ijab atau sebaliknya.  

 b) Tidak diselingi kata-kata lain. 

 c) Tidak ditaklikkan (digantungkan) dengan hal lain, 

misalnya jika bapakku mati, maka barang ini aku jual 

padamu.  

 d) Tidak dibatasi waktu, misalnya barang ini aku jual 

padamu satu bulan saja.  

 e) Ada kesepakatan ijab dan qobul pada orang yang saling 

merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang. 

  f) Ijab dan qobul harus dapat diterima oleh kedua belah 

pihak.  

4)  Syarat nilai tukar barang (harga barang)  

 Nilai tukar barang merupakan unsur yang tepenting 

yang disebut dengan uang. Berkaitan dengan nilai tukar 

barang para ulama fiqih membedakan antara adhaman dan 

as-si’ir. Adhaman merupakan harga pasar yang berlaku 

ditengahtengah masyarakat, sedangakan as-si’ir yaitu model 

barang yang diterima para pedagang sebelum dijual kepada 

konsumen. Dapat disimpulkan ada dua harga dalam syarat 

nilai tukar barang yaitu harga antara sesama pedagang dan 

nilai tukar harga antara pedagang dan konsumen. Ulama 

fiqih berpendapat syarat nilai tukar sebagai berikut: 
40

 

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas 

jumlahnya.  

b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad.   

                                                      
40 Rachamat Syafei, Fiqih Muamalah,” (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 

124-125. 
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c) Jika jual beli itu dilakukan secara barter maka barang 

yang dijadikan nilai tukar harus jelas. 

 

4.   Macam-Macam Jual Beli 

  Jual beli yang diperbolehkan dalam Hukum Islam Jual 

beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam secara umum 

dibagi menjadi empat macam:
41

 

1. Jual Beli Salam (Pesanan)  

Jual beli salam adalah jual beli barang dengan cara 

ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar 

secara tunai. Praktik jual beli ini dapat digambarkan 

dengan seorang penjual yang hanya membawa contoh 

atau gambar suatu barang yang disertai penjelasan jenis, 

kualitas dan harganya, sedangkan barang yang 

dimaksudkan tidak dibawa pada saat transaksi terjadi. 

 Jenis jual beli ini termasuk jual beli yang 

dibolehkan dalam Islam, selama dilakukan dengan suka 

rela dan tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab 

masing-masing pihak. Dengan ketentuan ini, maka tidak 

ada pihak yang dirugikan setelah salah pihak (pembeli) 

menyerahkan sejumlah kepada pihak lain (penjual). 

Contohnya: membeli perabotan rumah tangga, seperti 

kursi, meja atau lemari dari seorang sales yang 

menawarkan barang dengan membawa contoh 

gambar/foto barang. Selanjutnya, barang itu dikirimkan 

kepada pembeli setelah dibayar terlebih dahulu. 

b) Jual Beli Muqayadhah (Barter)  

Jual beli muqayadhah adalah jual beli suatu 

barang dengan barang tertentu atau yang sering disebut 

dengan istilah barter. Jenis jual beli ini tidak hanya 

terjadi pada zaman dulu saja, namun masih juga 

menjadi salah satu pilihan masyarakat dewasa ini. Hal 

sangat prinsip yang harus diperhatikan dalam 

                                                      
41 Ibid. 101. 
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menjalankan jenis jual beli ini adalah memperhatikan 

aspek-aspek yang terkait dengan etika berbisnis dalam 

Islam. Selain itu, prinsip lain yang juga harus 

diperhatikan adalah hal-hal yang dapat menimbulkan 

kerugian di antara kedua belah pihak serta tidak 

memunculkan aspek ribawi, terutama terkait dengan 

penukaran (barter) antara dua barang sejenis dengan 

perbedaan ukuran dan harga. Contohnya: menukar 

beras dengan jagung, pakaian dengan tas atau binatang 

ternak dan barang tertentu lainnya. 

c) Jual Beli Muthlaq  

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan 

sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, 

seperti uang.  

d) Jual Beli Alat Penukar dengan Alat Penukar  

Jual beli ini dapat digunakan sebagai alat penukar 

dengan alat penukar lainnya, seperti uang penukar 

dengan uang emas. Jual beli yang berdasarkan segi 

harga dibagi menjadi empat bagian:  

1. Jual beli menguntungkan (al-murobbahah).  

2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual 

dengan harga aslinya (at-tauliyah). 

3. Jual beli rugi (al-khasarah).  

4. Jual beli al-musawah, yaitu penjual 

menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang 

yang berakad meridhoi, jual beli seperti ini 

digunakan dan berkembang sampai saat ini. 

Jual Beli yang Dilarang Menurut Hukum Islam 

Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang terdapat unsur 

penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia 

dengan cara bathil. Begitu pula jual beli yang mengakibatkan 

lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan di kalangan 

kaum muslim.
42

 

                                                      
42 Hendi Suhendi, Fiqh muamalah (RajaGrafindo Persada, 2002), 78.  
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Wahbah Az-zuhaili membagi jual beli ke dalam 

beberapa bagian sebagai berikut:  

a) Jual beli yang dilarang karena ahliah atau ahli akad (penjual 

dan pembeli) antara lain: 

1. Jual beli orang gila Maksudnya bahwa jual beli yang 

dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan 

kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat ahliyah 

(kemampuan). Disamakan dengan orang yang pingsan, 

mabuk, dan dibius.  

2.  Jual beli anak kecil Maksudnya bahwa jual beli yang 

dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) dipandang 

tidak sah, kecuali dalam perkaraperkara yang ringan.  

3.  Jual beli orang buta Jumhur ulama sepakat bahwa jual 

beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan 

sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. 

Sedangkan menurut ulama syafi’iyah tanpa 

diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah, 

karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang 

yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya 

tetap dipandang tidak sah.
43

 

4.  Jual beli orang yang dipaksa Menurut Ulama 

Hanafiyah, berdasarkan pengkajian, jual beli yang 

dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika 

orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas 

dari paksaan, maka jual belinya berlaku.
44

 

5. Jual beli fudhul Jual beli fudhul yaitu jual beli milik 

orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, 

menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang 

tidak sah, karena mengambil hak orang lain (mencuri). 

Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa jual beli 

fudhul tidak sah.  

6.  Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh, 

atau pemboros) Maksudnya bahwa jual beli yang 

                                                      
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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dilakukan oleh orang-oarang yang terhalang baik 

karena ia sakit maupun kebodohannya dipandang tidak 

sah, karena tidak mempunyai kepandaian dan 

ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. 

7. Jual beli malja 

Jual beli malja yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang 

yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian 

menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang 

tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya. 

b)  Jual beli yang dilarang karena objek jual beli barang yang 

diperjual belikan  antara lain:  

1.` `Jual beli yang barang yang tidak dapat diserahkan. 

 Jual beli barang yang tidak diserahkan seperti jual beli 

buruh yang masih terbang diudara dan ikan yang masih 

berenang di air, dipandang tidak sah karena jual beli 

seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.  

  2  Jual beli sperma binatang.  

Jual beli seperti mengawinkan seekor sapi jantan 

dengan seekor sapi betina dengan tujuan untuk 

menghasilkan keturunan yang baik adalah haram. 

  3. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama 

(Al-qur’an).  

Jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya 

oleh agama seperti jual beli arak, babi, dan berhala 

adalah haram. 

4.  Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut 

induknya. 

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab 

barangnya belum ada dan belum tampak jelas.  

5.  Jual beli Muhaqallah  

Jual beli ini adalah jual beli tanaman-tanaman yang 

masih diladang atau kebun (sawah). Jual beli seperti ini 

dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba 

didalamnya (untung-untungan). 
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6.   Jual beli Muzabanah  

Jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, 

misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi 

yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan 

merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual 

beli seperti ini dilarang.  

7. Jual beli Mulammasah  

Jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang 

menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki 

(memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli 

kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, 

karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan 

kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah 

satu pihak.
45

 

8. Jual beli Munabadzah  

Jual beli lempar-melempar, misalnya seseorang 

berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, 

nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada 

padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka 

terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh 

agama karena mengandung tipuan dan dapat 

merugikan salah satu pihak. 

9. Jual beli Mukhadharah 

Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk 

dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, manga 

yang masih kecil (kruntil) dan lain sebagainya. Jual 

beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang 

tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa 

saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiup angina 

sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan 

kekecewaan salah satu pihak. 

10. Jual beli Majhul  

 Jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli 

                                                      
45  Hendi Suhendi, Fiqh muamalah (RajaGrafindo Persada, 2002),  70. 



 

 

 

26 

singkong yang masih ditanah, jual beli buah-

buahanyang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual 

beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena 

akan mendatangkan pertentangan di antara manusia. 
46

 

11.  Jual beli Gharar  

   Jual beli gharar adalah jual beli yang samar 

sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti 

penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual 

kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi 

dibawahnya jelek.  

   Menurut para ulama jenis dan tingkatan 

gharar itu berbeda-beda. Pertama gharar berat, batasan 

gharar berat yaitu gharar yang sering terjadi pada akad 

sehingga menjadi sifat akad tersebut. Contohnya yaitu 

menjual buah-buahan yang belum tumbuh, 

menyewakan (ijarah) suatu manfaat barang tanpa batas 

waktu, memesan barang (akad Islam) untuk barang 

yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. Gharar 

jenis ini hukumnya haram, karena dapat menimbulkan 

perselisihan antar pelaku bisnis dan akad yang 

disepakati tidak sah.  

   Sedangkan yang kedua yaitu gharar ringan 

yaitu gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap 

akad dan dimaklumi menurut urf tujjar (tradisi 

pebisnis) sehingga pihak yang bertransaksi tidak 

dirugikan dengan gharar tersebut. Seperti membeli 

rumah tanpa melihat pondasinya, menyewakan rumah 

dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah 

harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, 

menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika 

dipecahkan jika dirobek. Gharar jenis ini dibolehkan 

dan akad yang disepakati tetap sah.
47

 

                                                      
46 Ibid, 113. 
47 Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika 

Dalam Transaksi Bisnis Modern,” Al-’Adalah 12, no. 1 (2015): 647–62. 
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  Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qobul)
48

 

12.  Jual beli Mu’athah  

  Jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan 

pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya 

tetapi tidak memakai ijab dan qobul, jual beli seperti 

ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat 

dan rukun jual beli. 

13.  Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qobul  

  Jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari 

pihak penjual dengan qobul dari pihak pembeli, maka 

dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk 

meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang. 

14. Jual beli Munjiz  

  Jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat 

tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan 

datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena 

dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual 

beli.  

15.  Jual beli Najasyi  

  Jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau 

melebihi harga temannya, dengan maksud 

mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli 

barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak 

sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan 

kehendak sendiri).
49

  

16.  Menjual di atas penjualan orang lain  

  Menjual barang kepada orang lain dengan cara 

menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli 

barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan 

saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja 

kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang 

itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat 

                                                      
48 Ja’Far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia,.., 116.  
49 Ibid. 
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menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di 

antara penjual (pedagang).  

17.  Jual beli di bawah harga pasar  

  Jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui 

orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk 

pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu 

harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-

tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik 

(dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik 

barang (petani) atau orang-orang desa.  

18.  Menawar barang yang sedang ditawar orang lain  

  Misalnya seseorang berkata: jangan terima tawaran 

orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang 

lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh 

agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak 

sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara 

pedagang (penjual). 

 

5. Batal dan Berakhirnya Jual Beli  

   Batal (bathil yang berrti sia-sia atau tidak benar. 

Dikatakan batal yaitu akad uang menurut dasar dan sifatnya 

tidak di perbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi salah 

satu rukun dan syarat, dapat diringkas sebagai berikut:
50

 

a. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar’i 

(secara syar’i tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena 

itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun.  

b. Bahwa apabila telah dilaksankan oleh para pihak akad 

bathil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula 

pada waktu sebelum di laksanakannya akad bathil 

tersebut.  

c. Akad bathil tidak berlaku pembenaran dengan cara 

memberi izin misalnya, karena transaksi didasarkan 

                                                      
50 Al-Imam Abu Husain Muslim bin Al and 1. -Hajjaj al-Qusyairi an-

Naisaburi, Shahih Bukhari dan Muslim, No. 2140 dan No.1413, 1. 
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kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar’i dan 

juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad 

maukuf.  

d. Akad bathil tidak perlu di-fasakh (dilakukan pembatalan) 

karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak 

pernah ada.  

e. Ketentuan lewat waktu (at-taqadum) tidak berlaku terhadap 

kebatalan. Berakhirnya akad berbeda fasakh adalah 

batalnya, berakhirnya akad karena fasakh adalah rusak atau 

putus akad yang mengikat antara muta’aqidain (kedua 

belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan karena 

adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak 

iradah. Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat 

berakhir apabila:  

1) Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad 

yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki 

proses waktu.  

2) Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna.  

3) Berakhirnya akad karena fasakh atau digugurkan oleh 

pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam fasakh 

adalah masing-masing pihak kepada keadaan seperti 

sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah 

berlangsung akad.  

4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam 

hubungan ini para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak 

semua akad otomatis berakhir dengan wakatnya salah 

satu pihak yang melaksanakan akad.  

5) Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada kewenangan 

dalam akad yang mauquf. Akad mauquf akan berakhir 

jika yang berwenang alakad tidak mengizinkan. 

 

6.  Berselisih dalam jual beli  

  Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi 

jualbeli hendaklah berlaku jujur, terbuka, sopan (beretika) dan 
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mengatakan apa adanya. Jangan berdusta dan bersumpah 

palsu. Sebab yang demikian itu dapat menghilangkan 

keberkahan dalam jual beli.  

    Sebaiknya perdagangan (penjual) yang jujur, benar 

dan mengikuti ketentuan ajaran Islam akan dekat dengan para 

Nabi, sahabat dan orang-orang mati syahid pada hari kiamat 

kelak. Adapun jual beli apabila terdapat perselisihan pendapat 

antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang atau benda 

yang diperjual belikan, maka yang dijadikan peganganadalah 

keterangan (kata-kata) yang punya barang, selama keduanya 

(penjual dan pembeli) tidak mempunyai saksi dan bukti-bukti 

lain.
51

 

 

 7. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli  

  Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari 

tansaksi jual beli antara lain:  

1) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan 

berlapang dada dengan jalan suka sama suka.  

2) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau 

memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.  

3) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang 

halal. 

4) Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak 

(masyarakat).  

5) Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan 

kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang 

cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugerah 

Allah SWT.  

6)  Dapat menciptakan hubungan silahturami dan 

persaudaraan antara penjual dan pembeli.
52

 

 

                                                      
51 Hendi Suhendi, Fiqh muamalah, (RajaGrafindo Persada, 2002),  84-85. 

 
52 Ja’Far, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia.”  
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B. Pengertian Harga dan Dasar Hukumnya Dalam Islam 

  1. Pengertian Harga Dalam Islam  

 Pertukaran atau pengukur nilai suatu produk 

dalam pasar biasanya menggunakan uang. Jumlah uang 

tersebut biasanya menunjukkan suatu produk atau jika 

seseorang ingin membeli suatu barang dan jasa, maka 

orang tersebut akan mengeluarkan sejumlah uang sebagai 

pengganti barang dan jasa tersebut. Sehingga harga dapat 

diartikan sebagai nilai pertukaran yang ditetapkan oleh 

penjual dan pembeli untuk memperoleh suatu produk.
53

 

 Harga juga merupakan salah satu bagian yang 

sangat penting dalam pemasaran suatu produk karena 

harga adalah satu dari empat buran pemasaran. Harga 

adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa 

yang dinyatakan dalam satuan moneter. Harga merupakan 

salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena 

harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan 

diperoleh perusahaan dari penjualan produknya baik 

berupa barang maupun jasa. Menetapkan harga terlalu 

tinggi akan menyebabkan penjualan menurun, namun jika 

harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang 

dapat diperoleh organisasi perusahaan. 

 Fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai 

harga suatu barang, yaitu as-ṣaman dan as-si’r. As-ṣaman 

adalah patokan harga suatu barang, sedangkan as-si’r 

adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. 

Ulama fiqih membagi as-si’r menjadi dua macam. 

Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur 

tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual 

barang dengan harga yang wajar, dengan 

mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam 

harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur 

tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini 

                                                      
53 N S Indara and Pengertian Harga, “One. Indoskripsi. Com/Click/2499/0” 

(Senin, 2017). 



 

 

 

32 

dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para 

pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas 

yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan 

modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun 

produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya 

beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam 

pemerintah ini disebut dengan at-tas’ir al-jabbari.
54

 

 Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang di 

ukur dengan jumlah uang yang di keluarkan oleh pembeli 

untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau 

jasa berikut pelayanannya.
55

 

 Harga dapat di artikan sebagai jumlah uang 

(satuan moneter) dan/atau aspek lain (non moneter) yang 

mengandung utilitas/kegunaan tertentu yang diperlukan 

untuk mendapatkan suatu jasa.
56

 

 Menurut Philip Kotler dan Gary Amtrong, harga 

adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk 

atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para 

pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau 

menggunakan suatu produk atau jasa.
57

 

 Menurut Henry Faizal Noor harga adalah biaya 

tambahan, margin atau merkup biaya (cost plus pricing) 

sedangkan harga jual adalah jumlah dari biaya-biaya 

tambahan keuntungan (cost plus pricing) penetapan harga 

jual didasarkan pada besarnya biaya yang di keluarkan di 

tambah keuntungan yang di kehendaki produsen.
58

 

  Harga merupakan salah satu variabel dari 

pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan 

                                                      
54 Setiawan Budi Utomo and Abu Hanifah, “Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas 

Masalah Kontemporer,”  (Jakarta : Gema Insani, 2003), 90. 
55 Tim Reality, “Kamus Terbaru Bahasa Indonesia,”( Surabaya: Reality 

Publisher, 2008), 117. 
56   Fandy Tjiptono, “Pemasaran Jasa, Bayumedia” (Malang, 2011). 
57 Philip Kotler, “Dan Gary Amstrong. 2001,” Prinsip-Prinsip Pemasaran, 

Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta, n.d. 
58 Henry Faizal Noor, “Ekonomi Manajerial,” (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2007), 303. 
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dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang 

terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam 

ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan 

selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka 

sama suka antara penjual dan pembeli. 

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya 

bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan 

barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual 

terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi 

berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau 

pedagang akan mempengaruhi pendpatan atau penjualan 

yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan 

diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual 

tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Dalam 

menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai 

cara seperti:
59

 

1) Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual 

tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran. 

Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan 

permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat 

menetapkan harga jual yang diinginkan  

2) Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, 

artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang 

dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. 

Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang 

sesuai kehendaknya.  

3) Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh 

perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh 

perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh 

memilih, membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh 

keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan. 

Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim 

membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua 

                                                      
59 Soemarso, Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual,  (Jakarta: 

Rieneka Cipta, 1990), 17.  
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macam kategori. Pertama, penetapan harga yang bersifat 

dhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan 

harga yang bersifat dhalim adalah pematokan harga yang 

dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dan tidak 

logis dengan kondisi mekanisme pasar akibat terbatasnya 

pasokan komoditas dan langkahnya barang atau jasa, 

sementara permintaan sangat banyak dan tanpa 

memperdulikan kemaslahatan para pedagang. Penetapan 

harga yang diperbolehkan dan bahkan wajib dilakukan 

menurut mereka adalah ketika terjadi lonjakan harga yang 

cukup tajam, signifikan, massif dan fantastis menurut bukti 

akurat disebabkan oleh ulah para spekulan dan pedagang. 

Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus 

dilakukan dalam batas adil, dengan memperhitungkan 

biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal, 

margin, keuntungan bagi para produsen maupun 

pedagang.
60

 

Jumhur ulama telah sepakat bahwa islam menjunjung 

tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi 

tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan 

penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah 

mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau 

sesuai harga pasar. Dalam penjualan Islami, baik yang 

bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, 

dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi 

pasar Islam yang bersih, yaitu:
61

 

(a) Larangan menjual atau memperdagangkan barang-

barang yang diharamkan.  

(b) Bersikap benar, amanah dan jujur. 

(c) Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba. 

 (d) Menerapkan kasih sayang.  

                                                      
60 Setiawan Budi Utomo and Hanifah,  Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas 

Masalah Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani, tt),  90.  
61 Yusuf Qardhawi, “Norma Dan Etika Bisnis Islam,” Alih Bahasa Zainal 

Arifin (Jakarta: Gema Insani, 1999), 189 . 
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(e) Menegakkan toleransi dan keadilan. 

  Menurut Ibnu Taimiyah naik dan turunnya harga tidak 

selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang 

yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah 

penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, 

penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga 

tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang 

meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang 

tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan 

melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang 

adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil.
62

 

Jika seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan 

harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Hal tersebut 

yang impersonal. Ibnu Taimiyah juga membedakan dua faktor 

penyebab pergeseran kurva permintaan dan penawaran yaitu 

tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum 

dari penjualan, misalnya penimbunan.
63

 

Dari pengertian di atas dapat di jelaskan bahwa harga 

merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli 

barang/jasa dimana kesepakatan tersebut di ridhai oleh kedua 

belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua 

belah pihak dalam akad. 

 

     2.  Dasar Hukum Harga Dalam Islam 

 Pada dasarnya semua ibadah hukumnya haram kecuali 

ada dalil yang memerintahkannya, sedangkan asal dari hukum 

transaksi dan muamalah adalah halal kecuali ada yang 

melarangnya. Adapun dalil yang berkaitan dengan muamalah 

yakni firman Allah swt:
64

 

ى خَلقََ مكَُُْ مَا فِ  ِ يْعًا ىُوَ إلََّّ إلَارْضِ جََِ  

                                                      
62 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami (Jakarta : Rajawali, 2012), 

114. 
63 Karim, 145. 
64 Muhammad Shohib, “Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan 

Terjemahnya,”(Bogor: Syaamil Quran, 2007), 17. 
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“Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada 

dibumi untuk kamu”.  (QS. Al-baqarah)  

 

Dapat dijelaskan dari ayat diatas bahwa Allah yang telah 

memberikan hak tiap orang dengan membeli dengan harga 

yang disenangi. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Sa’id yang 

mengatakan: Nabi saw. Bersabda: 

ُ عليَْوِ وَ سَلِّّ  لََّّ إللََّّ ََ  ِ عْتُ إَبََ سَعِيْد إ مخُدْ رِى يلَُوْلُ: كاَلَ رَسُوْلُ إللََّّ سََِ

َّمَا إمبَيْعُ عَنْ ترََإضٍ  ه  إ 

“saya mendengar Abu Sa’id al-Khudriy berkata: Rasulullah 

saw berkata: sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan suka 

sama suka “. 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan harga. 

Pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya 

penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan 

ulma. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan 

harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama mazhab Maliki 

berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin 

menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain dan 

dikatakan kepadanya, “juallah seperti orang lain menjual. 

Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga tidak 

membahayakan penghuni pasar”.
65

 

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan 

penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qu’ran. 

Adapun dalam hadis Rasulullah SAW Dijumpai beberapa 

riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa 

penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor 

dominan yang menjadi landasan hukum at-tas’īr al-jabbari, 

menurut kesepakatan para ulama fiqih adalah al-maslahah al-

mursalah (kemasalahatan).
66

 

                                                      
65 Asmuni Solihan Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab / 

Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi; Penerjemah, Asmuni Solihan Zamakhsyari (Khalifah, 
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66 Utomo and Hanifah, Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah 
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 Dalam kegiatan ekonomi tidak boleh ada pihak yang 

dirugikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an 

surat al-Baqarah (2) ayat 279: 

                          

                 

“maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 

riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan 

memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan 

riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya 

dan tidak (pula) dianiaya”. 

 Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat 

kebajikan dimana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat 

kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling 

mendasar adalah dalam menentukan mutu dan ukuran (takaran 

maupun timbangan). Berlaku adil akan dekat dengan, karena 

itu berlaku tidak adil akan membuat seseorang tertipu pada 

kehidupan dunia. Karena itu dalam perniagaan, Islam 

melarang untuk menipu bahkan sekedar membawa kondisi 

yang dapat menimbulkan keraguan yang dapat menyesatkan 

atau gharar. 

 

     3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga  

Penetapan harga merupakan suatu masalah jika penetapan 

harga itu dilakukan pertama kali. Namun penetapan harga akan 

makin mudah apabila tujuan dari pemasaran suatu produk telah 

diidentifikasi. Dalam suatu usaha harus mempertimbangkan 

banyak faktor dalam menetapkan kebijaksanaan harga. Faktor 

faktor tersebut adalah:
67
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 a. Memilih tujuan penetapan harga 

 b. Menentukan permintaan 

c. Memperkirakan permintaan  

d. Menganalisa harga dan penawaran pesaing  

e. Memilih metode penetapan harga  

f. Memilih harga akhir. 

 Dalam penetuan harga jual, tingkat harga terjadi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:
68

 

a. Keadaan perekonomian Keadaan perekonomian sangat 

mempengaruhi tingkat harga yang berlaku. Faktor ekonomi 

seperti booming atau resesi, inflasi dan suku bunga 

mempengaruhi keputusan penetapan harga karena faktor-

faktor tersebut mempengaruhi persepsi konsumen terhadap 

harga dan nilai produk dan biaya memproduksi suatu produk.  

b. Permintaan dan penawaran Permintaan adalah sejumlah 

barang yang dibeli oleh pembeli pada tingkat harga tertentu. 

Pada umumnya tingkat harga yang lebih rendah akan 

mengakibatkan jumlah yang diminta lebih besar. Penawaran 

yaitu suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu 

tingkat harga tertentu. Pada umumnya harga lebih tinggi 

mendorong jumlah yang ditawarkan lebih besar. 

c. Elastisitas permintaan Faktor lain yang dapat mempengaruhi 

penentuan harga adalah sifat permintaan pasar. Sebenarnya 

sifat permintaan pasar tidak hanya mempengaruhi penentuan 

harganya tetapi juga mempenaruhi volume yang dapat dijual. 

Untuk beberapa junis barang, harga dan volume penjualan ini 

berbanding terbalik, artinya jika terjadi kenaikan harga maka 

penjualan akan menurun dan sebaliknya.  

d. Biaya Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab 

suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan 

mengakibatkan kerugian. Sebaliknya apabila suatu tingkat 

harga melebihi semua biaya, baik biaya produksi, 
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biayaoperasi maupun biaya non operasi, akan menghasikan 

keuntungan.  

e. Tujuan pelaku usaha Penetapan harga suatu barang sering 

dikaitkan dengan tujuan-tujuanyang akan dicapai. Setiap 

pelaku usaha tidak selalu mempunyai tujuan sama dengan 

pelaku usaha lain. Tujuan-tujuan yang hendak di capai antara 

lain:  

1) laba maksimum  

2) volume penjualan tertentu  

3) penguasaan pasar 

 4) kembalinya modal yang tertanam dalam jangka waktu 

tertentu 

f. Pengawasan Pemerintah Pengawasan pemerintah juga 

merupakan faktor penting dalam penetuan harga. 

Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam 

bentuk: penetuan harga maksimum dan minimum, 

diskriminasi harga serta praktekpraktek lain yang mendorong 

atau mencegah usaha kearah monopoli.  

g. Citra atau kesan masyarakat Citra atau kesan masyarakat 

terhadap suatu barang atau jasa dapat mempengaruhi harga. 

Barang atau jasa yang telah dikenal masyarakat mempunyai 

harga jual yang lebih tinggi dibandingkan barang atau 

jasayang masih baru dipasar.  

Faktor-faktor tersebut diatas berinteraksi dan 

mempengaruhi harga jual tergantung kepada pembuat keputusan 

harga. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari 

pengaruh faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:
69

 

1) Dalam menentukan harga jual, setiap pembuat keputusan 

lebih menekankan pertimbangan pada faktor-faktor 

terutama faktor yang dipertimbangkan tersebut dapat 

berbeda diantara pembuat keputusan yang satu dengan 

pembuat keputusan yang lain.  
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2) Cara-cara penentuan harga jual juga dipengaruhi oleh pasar 

yang dihadapi pelaku usaha.  

 

4. Tujuan Penetapan Harga 

  Dalam menentukan harga jual, tujuan ini berasal dari 

perusahaan atau pedagang itu sendiri, harus mengadakan 

pendekatan terhadap penentuan harga berdasarkan tujuan yang 

hendak dicapainya, karena tujuan tersebut dapat memberikan 

arah dan keselarasan pada kebijaksanaan yang diambil 

perusahaan atau pelaku usaha.  

 Tujuan-tujuan dari penetapan harga yaitu :
70

 

1.  Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan 

menetapkan harga yang kompetitif maka perusahaan akan 

mendulang untung yang optimal.  

2.  Mempertahankan perusahaan. Dari marjin keuntungan yang 

didapat perusahaan akan digunakan untuk biaya operasional 

perusahaan. Contoh : untuk gaji/upah karyawan, untuk 

bayar tagihan listrik, tagihan air bawah tanah, pembelian 

bahan baku, biaya transportasi, dan lain sebagainya.  

3.  Menggapai ROI (Return on Investment). Perusahaan pasti 

menginginkan balik modal dari investasi yang di tanam 

pada perusahaan sehingga penetapan harga yang tepat akan 

mempercepat tercapainya modal kembali/roi.  

4.  Menguasai pangsa pasar. Dengan menetapkan harga rendah 

di bandingkan produk pesaing, dapat mengalihkan perhatian 

konsumen dari produk kompetitor yang ada di pasaran. 

5.  Mempertahankan status quo. Ketika pasar memiliki pasar 

tersendiri, maka perlu adanya pengaturan harga yang tepat 

agar dapat tetap mempertahankan pangsa pasar yang ada.  

 Tujuan penetapan harga ini dengan mengharapkan 

penjualan yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. 

Penetapan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah 
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atau tinggi. Laba adalah kompensasi atas resiko yang 

ditanggung oleh perusahaan. Makin besar resiko, laba yang 

diperoleh harus semakin besar. Asumsi teori ekonomi klasik 

menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang 

dapat menghasilkan laba paling tinggi. 

 Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam 

era persaingan global yang kondisinya sangat kompleks dan 

banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap 

perusahaan. Maksimisasi laba sangat sulit dicapai, karena sukar 

sekali untuk dapat memperkirakan secara akurat jumlah 

penjualan yang dapat dicapai pada tingkat harga tertentu. 

Dengan demikian, tidak mungkin suatu perusahaan dapat 

menegtahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan 

laba maksimum.  

Penentuan tingkat harga tersebut biasanya dilakukan dengan 

mengadakan beberapa perubahan untuk menguji pasarnya, 

menerima atau menolak. Jika pasarnya menerima penawaran 

tersebut, berarti harga tersebut sudah sesuai. Tetapi jika mereka 

menolak, maka harga tersebut perlu di ubah secepatnya. Jadi 

ada kemungkinan keliru tentang keputusan harga yang di ambil. 

Namun terdapat beberapa tujuan lain dari penetapan harga, 

antara lain :
71

 

1. Meningkatkan penjualan  

2. Mempertahankan dan memperbaiki market share  

3. Stabilitas harga  

4. Mencapai target pengambilan investasi  

5. Mencapai laba maksimum dan sebagainya.  

 Dari tujuan penetapan harga di atas pelaku usaha 

menentukan tujuan utama agar fokus menjadi lebih jelas. Untuk 

mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ada beberapa yang perlu 

di pertimbangkan. 
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   5.    Metode Penetapan Harga  

  Dalam menetapkan harga, terdapat berbagai macam 

metode. Metode mana yang digunakan, tergantung pada tujuan 

penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya 

dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau 

besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas 

modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan 

dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan 

memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan 

tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna 

jasa. Kesalahan dalam penetapan harga akan menyebabkan 

kesalahan dalam kelayakan usaha, oleh karenanya kebijakan 

dalam penetapan harga harus benar-benar diperhitungkan secara 

tepat dan benar. 

  Menurut Fandy Tjiptono, metode penetapan harga 

dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, 

yaitu :
72

 

1. Metode penetapan harga berbasis permintaan 

   Penetapan harga berbasis permintaan ini menekankan 

faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi 

pelanggan dari faktor-faktor biaya, laba dan persaingan. 

Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai 

pertimbangan, di antaranya yaitu: kemauan para pelanggan 

untuk membeli (daya beli), kemauan pelanggan untuk 

membeli, posisi untuk suatu produk dalam gaya hidup 

pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada 

pelanggan, harga produk-produk subtitusi, pasar potensial 

bagi produk tersebut, sifat persaingan non metode penetapan 

harga berbasis permintaan terdiri dari: skimming pricing, 

penetration pricing, prestige pricing, pricelining pricing, add-

even pricing, demand backward pricing, dan bundel pricing.  

 2. Metode penetapan harga berbasis biaya  

   Faktor penentu harga yang utama adalah aspek 

penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga 
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ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang 

ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi 

biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba. Termasuk 

dalam metode ini adalah: standar markup pricing, cost plus 

percentage of cost pricing, cost plus percentage of cost 

pricing, cost plus fixed fee pricing dan experience curve 

pricing.  

3. Metode penetapan harga berbasis laba Berusaha 

menyimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan 

harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target 

volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk 

persentase terhadap penjualan atau investasi. Termasuk 

dalam metode ini adalah: target profit pricing, target return 

on sales pricing dan target return on investment pricing.  

4. Metode penetapan persaingan Metode penetapan harga 

berbasis persaingan terdiri atas empat macam, yaitu : 

customary pricing, above, orbelow market pricing, loss 

leader pricing, dan sealed bid pricing. 

    Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa 

dalam menetapkan harga, sebuah usaha di tuntut untuk dapat 

mendefinisikan terlebih dahulu tujuan penetapan harga dan juga 

metode yang cocok dan sesuai untuk digunakan dalam 

penetapan harga, sehingga tidak salah ketika mengambil suatu 

keputusan dalam menetapkan harga.  

 Dalam menangani masalah harga banyak perusahaan 

yang memiliki metode penerapan harga dengan melibatkan 

beberapa pertimbangan, sehingga diharapkan akan 

menghasilkan angka harga tertentu yang sesuai dengan 

kebijaksanaan perusahaan. 
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